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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu 

atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.1 Aborsi merupakan salah satu 

topik yang menarik diperbincangkan di kalangan masyarakat, baik dalam forum 

resmi maupun tidak resmi yang menyangkut ilmu kedokteran, hukum maupun 

disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin 

memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku 

pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek yang negatif untuk diri 

pelaku yaitu dapat menimbulkan komplikasi-komplikasi mulai dari komplikasi 

ringan sampai dengan kematian.2 

Keprihatinan itu juga karena semakin meningkatnya persentase pelaku 

aborsi di Indonesia. Terhitung sejak tahun 2012 hingga Juli 2014, kasus aborsi di 

Indonesia mencapai 2,5 juta orang dengan rincian per tahun mencapai 750 ribu 

kasus atau bisa diasumsikan sebesar 7 ribu kasus dalam sehari dan 30 persen 

pelakunya adalah remaja SMP dan SMA. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, 

kasus aborsi di Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 5 persen setiap 

tahunnya dan 30 persen pelaku aborsi adalah remaja.3  

                                                           
1 Moh. Ali Aziz et al, Fiqih Medis, (Surabaya : Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012), 73. 
2 Officium Nobile, Pro Kontra Aborsi , yudicare.wordpress.com/2011/03/17/pro-kontra-aborsi, 
diakses  tangga l 9 Maret 2013 

3 
http://surabayanews.co.id/2014/08/18/3745/30-persen-kasus-aborsi-di-jatim-pelakunya-
remaja.html  
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Menurut data yang didapat dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur 

pada tahun 2009 ada 12.614 kasus, tahun 2010 ada 13.742 kasus, tahun 2011 ada 

14.398 kasus, tahun 2012 ada 14.519 kasus, dan tahun 2013 ada 15.176 kasus. 

Fenomena tingginya remaja melakukan aborsi ini kebanyakan dikarenakan akibat 

perkosaan dan hubungan suka sama suka antar pasangan.4 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas kasus aborsi yang dilakukan oleh pelaku aborsi adalah 

pengguguran kandungan secara ilegal karena tidak didasari dengan alasan medis 

seperti yang diatur secara normatif dalam Undang-undang kesehatan reproduksi. 

Menurut data statistik, pelaku aborsi hanya beralasan subjektif, yaitu ingin 

menghilangkan rasa malu atas apa yang telah mereka lakukan.  

Peraturan di Indonesia pada dasarnya melarang dilakukannya praktik 

aborsi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 346  telah 

ditegaskan bahwa: 

kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana 

Sudah jelas hukumannya apabila untuk  

melakukan tindak pidana aborsi baik dari pihak pelaku aborsi maupun dari pihak 

yang mendukung terlaksananya aborsi, misalnya dokter kandungan, bidan atau 

dukun beranak, yaitu hukuman pidana penjara paling lama empat tahun. 

Namun berbeda halnya tentang kedaruratan medis. Dalam PP. nomor 61 

tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi disebutkan bahwa aborsi sudah 

dilegalkan. Peraturan pemerintah tersebut sudah disahkan dengan ditandatangani 

oleh Presiden pada tanggal 21 Juli 2014 yang merupakan pelaksanaan UU. 

                                                           
4 Ibid. 
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Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada intinya di dalam PP. nomor 61 

tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ini melarang tindakan aborsi, namun 

larangan sebagaimana yang dimaksud dapat dikecualikan berdasarkan pasal 31 

ayat (1) PP. Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reprodusi, yaitu tindakan 

aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan : a. indikasi kedaruratan medis, atau b. 

kehamilan akibat perkosaan.  

Adanya pasal tentang legalitas aborsi ini pun tidak luput dari polemik. 

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang kesehatan, 

Titik Haryati, mengatakan ketidak setujuannya dengan Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 61 tahun 2014 perihal masalah kesehatan reproduksi tersebut adalah 

tindakan, melegalkan aborsi sama saja dengan membunuh. Ia menambahkan 

bahwa: berapapun usia dalam kandungan sudah melakukan proses pertumbuhan. 

Sudah ada pertumbuhan jiwa dan roh, karena itu, apabila melakukan aborsi sama 

saja dengan membunuh. Membunuh proses pertumbuhan janin, kata Komisioner 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang kesehatan, Titik Haryati 

tersebut. 5 

Dalam Hukum Islam, sebuah pasangan itu diperbolehkan untuk 

menentukan atau mencegah terjadinya kehamilan, akan tetapi Hukum Islam 

melarang mengadakan pengguguran kandungan, baik bersifat MR (Menstrual 

Regulation) maupun Aborsi. Tetapi, perlu diketahui bahwa perbuatan aborsi, 

lebih besar dosanya daripada MR, karena aborsi merupakan tindakan yang 

                                                           
5 
http://.tempo.co/read/news/2014/08/15/173599743/KPAI-Melakukan -Aborsi-Sama-Dengan-
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melenyapkan nyawa janin yang sudah nyata wujudnya, maka sudah termasuk 

pembunuhan. Oleh karena itu dalam hukum Islam ditetapkan bahwa perbuatan 

itu termasuk tindakan kriminal yang wajib dikenai sanksi hukum berupa diyat 

(denda pembunuhan).6 Seperti HR. Bukhari : 5758 

. 
 

Artinya : Telah menceritakan kepada kami id bin 
menceritakan kepada kami al-Lais dia berkata : telah menceritakan kepadaku 
Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Harairah 
bahwa rasulullah pernah memutuskan perkara antara dua wanita dari Bani Huz>ail 
yang sedang berkelahi, salah seorang lawannya melempar batu dan mengenai 
perutnya padahal ia sedang hamil, hingga menyebabkan kematian anak yang 
dikandungnya. Lalu mereka mengadukan peristiwa itu kepada Nabi. Beliau 
memutuskan hukuman (bagi wanita pembunuh) untuk membayar diyat janin 
dengan seorang hamba sahaya laki-laki atau perempuan, lantas wali wanita yang 
menanggung (diyat) berkata : Ya Rasulallah, bagaimana saya harus menanggung 
orang yang belum bisa makan dan minum, bahkan belum bisa berbicara dan 
menjerit sama sekali? Tindakan hal itu dikategorikan sebagai kecelakaan yang 
tidak dapat dihindari? Lalu Rasulallah saw bersabda: sesungguhnya perkara itu 
seperti perkara paranormal yang membacakan mantera-mantera.7     

 
Begitu pula menurut pendapat ahli fiqh, salah satunya adalah Imam Al-

Ghazali berpendapat bahwa tidak boleh menggugurkan kandungan karena janin 

sedang mengalami pertumbuhan, apabila tetap dilakukan maka yang 

                                                           
6 H. Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), 85.  
7 Al-Buh}a>ri dan al-Sindi, S}ah}ih} al-Buh}a>ri bih}a>siyat al-Ima>m al-Sindi, Jilid IV, (Lebanon, Dar al-
Kotob al-Ilmiyah, 2008), 36. 
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bersangkutan telah membunuh nyawa karena janin telah hidup, sehingga 

konsekuensinya adalah haram.8 Demikian juga menurut Ibnu Hajar, apabila 

aborsi dilakukan sesudah janin bernyawa atau berumur 4 bulan, maka para ulama 

telah ada ijma>  (konsensus) tentang keharaman aborsi tersebut.9 

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa, jika aborsi itu dilakukan atas 

dasar kedaruratan, yang memiliki kondisi yang mengancam ibu atau janin cacat 

(tetap) aborsi dapat dilakukan. Dalam kaidah fiqhiyah tertera sebuah teori 

tentang kedaruratan yang bisa dijadian acuan hukum dalam hal kedaruratan, 

seperti kasus aborsi ini,10 yaitu : 

Keadaan darurat itu mem 11 
 
 

Kaidah ini mengandung arti bahwa dalam keadaan-keadaan darurat atau 

kebutuhan yang sangat mendesak itu membuat seseorang boleh mengerjakan 

yang dilarang di dalam Islam, selain kufur, zina, dan membunuh.12  

Darurat dalam arti yang sempit yaitu keadaan yang menyelimuti manusia 

dalam situasi dan kondisi yang tidak baik yang mana mendorongnya melakukan 

yang diharamkan atau dilarang dalam  guna memelihara jiwanya dari 

kebinasaan, memelihara agar jangan musnah, atau untuk menghindari hal yang 

                                                           
8 Hamid Laonso & Muhammad Jamil, Hukum Islam Alternatif  Solusi Terhadap Masalah Fiqh 
Kontemporer, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 59. 
9 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 82. 
10 Wahbah al-Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 71. 
11 Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta : Teras, 2012), 221. 
12 Wahbah al-Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Islam, 246. 
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menyakitkan, baik itu secara yakin atau dengan dugaan kuat akan terjadinya hal 

yang demikian.13  

Dalam bukunya yang berjudul Konsep Darurat Dalam Islam, Wahbah Al-

Zuhaili, memberikan batasan-batasan tertentu mengenai darurat, diantaranya 

adalah: 

1. Keadaan darurat itu harus benar-benar sudah ada, bukan ditunggu. 

Dengan kata lain, kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa 

maupun harta itu harus betul-betul ada dalam kenyataan. Hal itu bisa 

diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang 

ada. 

2. Orang yang melakukan hal yang dilarang itu harus benar-benar terpaksa. 

Dengan kata lain, ia tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah-

perintah atau larangan-larangan , atau tidak ada cara lain yang 

dibenarkan untuk menghindari kemudaratan selain melanggar hukum.14 

Berpegang dengan kaidah darurat dalam beberapa keadaan yang 

dikecualikan untuk membolehkan yang diharamkan itu adalah merupakan dalil 

bahwa Islam memperhitungkan kenyataan dan kelemahan yang terdapat pada diri 

manusia serta tuntutan-tuntutan kehidupan yang dihadapinya. Kebolehan yang 

dimaksud adalah penghapusan dosa dan siksaan di akhirat.15 Contohnya adalah 

seorang ibu yang sedang hamil mengidap penyakit darah tinggi menahun, 

penyakit jantung yang parah atau sesak nafas yang dapat membahayakan si ibu 

                                                           
13 Ibid, 247 
14 Ibid, 74. 
15 Ibid., 247. 
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dan janin yang dikandungnya dibolehkan untuk melakukan tindak pidana aborsi, 

tetapi semua ini harus berdasarkan pertimbangan medis yang matang dan tidak 

tergesa-gesa.16   

Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis sangat tertarik untuk 

lebih memahami dan mengkaji tentang Kedaruratan Medis, dengan topik : 

 Pidana Islam Terhadap Aborsi Karena Kedaruratan Medis 

Dalam PP. Nomor 61 Tahun 2014 Kesehatan Reproduksi  

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-

kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan 

melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya yang kemudian 

dapat diduga sebagai masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka 

identifikasi masalah penelitian ini  adalah: 17 

1. Dinyatakan terjadi kehamilan dalam kondisi kedaruratan medis untuk 

dilakukan aborsi. 

2. Konsep dilegalkan/didizinkan aborsi karena kedaruratan medis dalam PP. 

Nomor 61 Tahun 2014. 

3. Konsep aborsi karena kedaruratan medis menurut PP. nomor 61 tahun 

2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 

                                                           
16 M. Ali Aziz et al, Fiqih Medis, (Surabaya: Rumah Sakit Jenursari, 2012), 74. 
17 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan 
Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8. 
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4. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap aborsi karena kedaruratan medis 

dalam PP. nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 

5. Dasar pertimbangan dilegalkan PP. Nomor 61 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Reproduksi. 

6. Konsepsi tentang kedaruratan medis menurut Hukum Islam. 

Agar lebih terarah dan pembahasan penelitian ini tidak melebar, maka 

diperlukan adanya pembatasan masalah, masalah ini dibatasi pada: 

1. Konsep aborsi karena kedaruratan medis dalam PP. nomor 61 tahun 2014 

tentang Kesehatan Reproduksi. 

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap aborsi karena kedaruratan medis 

dalam PP. nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Untuk memudahkan proses penelitian dan penulisan, maka diperlukan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep aborsi karena kedaruratan medis dalam PP. Nomor 61 

tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi? 

2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap aborsi karena 

kedaruratan medis dalam PP. nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi? 
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D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang 

sudah pernah dilakukan dalam penelitian di seputar masalah yang diteliti 

sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang 

sudah ada.18 

Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian 

sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya : 

1. Skripsi yang di

Komparatif Antara Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Terhadap 

Aborsi Yang Dilakukan Oleh Korban Perkosaan  skripsi ini membahas 

tentang aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaaan, objek dari  

penelitian tersebut adalah ketentuan aborsi yang dilakukan oleh korban 

perkosaan dan hasil penelitiannya adalah membandingkan dan 

membedakan antara hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap aborsi 

yang dilakukan oleh korban perkosaan.19 

2. Skripsi yang ditulis oleh 

Islam dan Hukum Positif Terhadap Aborsi Oleh Wanita Akibat 

perkosaan, objek dari penelitian tersebut adalah seorang wanita yang 

melakukan aborsi akibat perkosaan dan hasil penelitiannya adalah aborsi 

yang dilakukan wanita akibat perkosaan, maka pelaksanaan aborsi oleh 

                                                           
18 Ibid, 8. 
19 Riza Yuniar Sari, Studi Komparatif Antara Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam Tehadap 
Aborsi Ynag Dilakukan Oleh Korban Pemerkosaan, Skripsi, (Surabaya : Fakultas Syariah IAIN 
Sunan Ampel, 2012). 
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wanita tersebut diperbolehkan. Dengan mencantumkan larangan aborsi 

pasal 346 KUHP, al-Isra>  ayat 33, dan al-Ma>idah ayat 32.20 

Skripsi-skripsi di atas lebih menekankan pada tindakan pidana perkosaan, 

sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan ini lebih menekankan pada 

kedaruratan medis yang sesuai dengan judul skripsi, yaitu,  

Pidana Islam Terhadap Aborsi Karena Kedaruratan Medis Dalam PP. Nomor 61 

Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.21 Sesuai dengan rumusan masalah 

di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui konsep aborsi karena kedaruratan medis dalam PP. 

nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap aborsi karena 

kedaruratan medis dalam PP. nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan 

mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, yang 

berguna dalam dua aspek yaitu: 

 

                                                           
20 Nur Fadhilah, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Aborsi Oleh Wanita Akibat 
Perkosaan, Skripsi, (Surabaya : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2005). 
21 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan 
Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8. 
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1. Dari segi teoritis 

a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman 

Studi Hukum Pidana Islam terhadap mahasiswa Fakultas Syariah dan 

Hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum di Prodi 

Siyasah Jinayah. 

2. Dari segi praktis 

a. Dapat digunakan sebagai pertimbangan Hukum bagi peneliti 

berikutnya untuk membuat penelitian di bidang Hukum Publik.  

b. Dapat dijadikan dasar pedoman dalam rangka pembuatan kebijakan 

tentang kedaruratan medis dan implikasi Hukumnya. 

G. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalah 

pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu 

menjelaskan variabel-variabel dalam judul skripsi ini, yaitu : 

Hukum Pidana Islam 

 

: Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau 

perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang 

mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai 

hasil dari suatu pemahaman dalil-dalil hukum yang 

terperinci dari al-  dan pendapat Ulama 

dalam kitab fiqh.  

Aborsi : Berakhirnya suatu kehamilan oleh sebab-sebab tertentu 
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sebelum janin berada di luar kandungan.22 Dalam Hukum 

Islam sudah jelas melarang mengadakan pengguguran 

kandungan, baik bersifat MR (Menstrual Regulation) 

maupun Aborstus. Namun aborsi yang dilakukan 

berdasarkan kedaruratan medis, merupakan tindak 

pidana aborsi yang dapat dikecualikan berdasarkan pasal 

31 ayat (1) PP. Nomor 61 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Reprodusi, yaitu tindakan aborsi hanya dapat 

dilakukan berdasarkan : a. indikasi kedaruratan medis 

atau b. kehamilan akibat perkosaan.   

Kedaruratan Medis 

 

: Dalam PP. Nomor 61 Tahun 2014 yang dimaksud 

dengan indikasi kedaruratan medis meliputi: a. 

kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu: 

dan/atau b. kehamilan yang mengancam nyawa dan 

kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit 

genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak 

dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut 

hidup di luar kandungan. 

Penelitian yang penulis bahas yaitu tentang kedaruratan medis, dimana 

penulis melakukan Analisis Hukum Pidana Islam terhadap aborsi karena 

Kedaruratan Medis dalam PP. nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi, dimana aborsi boleh dilakukan karena kedaruratan medis dan 

                                                           
22 Moh. Ali Aziz et al, Fiqih Medis, (Surabaya : Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012), 73. 
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penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi. Tim kelayakan aborsi terdiri dari 2 

(dua) orang tenaga kesehatan yang diketahui oleh dokter yang memiliki 

kompetensi dan kewenangan. Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, 

tim kelayakan aborsi harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar, tim kelayakan aborsi 

membuat surat keterangan kelayakan aborsi.23     

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini meliputi: 

1. Data yang Dikumpulkan 

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan 

dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka data yang peneliti 

kumpulkan di antaranya, yaitu:   

1) Data tentang latar belakang kedaruratan medis. 

2) Data tentang kedaruratan medis dalam perspektif Hukum Pidana Islam  

3) Konsep kedaruratan medis menurut PP. nomor 61 tahun 2014 tentang 

kesehatan reproduksi. 

4) Konsep darurat menurut pendapat ulama atau kitab fiqh (pendapat ulama 

perihal kedaruratan). 

 

 

                                                           
23 PP. Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 33 Ayat (1,2,3,4) 
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2. Sumber Data 

Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini peneliti 

mendapatkan data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah kedaruratan 

medis yang  meliputi data primer dan data sekunder yaitu: 

a. Sumber data primer 

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk 

memperoleh data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.24 

Seperti : 

1) PP. nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 

2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 

tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran  

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber pelengkap yang 

diperoleh dari data kepustakaan yang ada hubungannya dengan 

pembahasan dalam penelitian ini yaitu:  

1) Moh. Ali Aziz, Fiqih Medis 

2) Wahbah al-Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam  

3) Muhammad Ali al-Sabuni, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam al-Sabuni 

Juz 1 

4) Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim Minhaju al-Muslim 

5) Abdurrahman al-Syarqawi, Riwayat Sembilan Imam Fiqh 

6) Hasby ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam 

                                                           
24 Restu Kartiko Widi, Asas Metodelogi Penelitian, ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010 ), 236. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melalui 

telaah atau studi dari berbagai laporan penelitian dan buku literatur yang 

relevan dengan pembahasan tentang aborsi yang dilakukan karena 

kedaruratan medis menurut PP. nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi. 

b. Studi Verifikatif 

Studi Verifikatif yaitu teknik yang dilakukan dalam mengkaji 

substansi konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang penulis 

dapatkan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Organizing : suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, 

pencatatan,   dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.25 

b. Editing : kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta 

menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.26 

c. Coding :  mengklasifikasi data-data. Maksudnya data-data yang 

telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu 

pada saat analisis.27 

                                                           
25 Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),  66. 
26 Ibid., 97. 
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5. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analisis, 

yaitu membuat deskripsi, gambaran atau menjelaskan secara sistematis 

atas data yang berhasil dihimpun terkait dengan pembahasan, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan model studi verifikatif, yaitu teknik yang 

dilakukan dalam mengkaji substansi konsep peraturan perundang-

undangan yang berlaku digabungkan dengan kedaruratan dalam pendapat 

ulama.  

I. Sistematika Pembahasan 

Secara keseluruhan skripsi tersusun dalam lima bab dan masing-masing 

bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk 

mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan, adapun sistematikanya 

adalah sebagai berikut:  

BAB I : Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah,identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian yang berisi data yang dihimpun, sumber data yang terdiri dari data 

primer dan sekunder, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

pengolahan  data, dan sistematika pembahasan.  

BAB II : Berisi landasan teori tentang konsep darurat dan hal yang 

mengugurkan sanksi pidana menurut Fiqh Jinayah yang isinya meliputi: konsep 

                                                                                                                                                               
27 Ibid., 99.  
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tindak pidana menurut Hukum Pidana Islam, tindak pidana atas janin, dan 

konsep kedaruratan menurut Hukum Islam.  

BAB III : Merupakan temuan studi tentang aborsi dalam konteks 

kedaruratan medis menurut hukum positif di Indonesia yang memuat: 

Karakteristik aborsi, ketentuan aborsi dalam hukum positif di Indonesia, konsep 

kedaruratan medis menurut PP. nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi.  

Bab IV : Memuat tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak 

pidana aborsi karena kedaruratan medis ditinjau dari  PP. nomor 61 tahun 2014 

tentang Kesehatan Reproduksi.  

Bab V : Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. 

 


